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KATA PENGANTAR

Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah
satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut
oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
telah melakukan langkah-langkah untuk percepatan penerapan dan pencapaian
Standar Pelayanan Minimal.

Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini tersusun atas Kerjasama tim
di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah menyediakan waktu,
tenaga dan pikiran dalam rangka percepatan penerapan dan pencapaian SPM untuk
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam penyajian laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan.
Atas bantuan dan kerjasamanya dari berbagai pihak kami mengucapkan terima
kasih banyak.

Painan, 16 Januari 2023
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BABI
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-
luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan Pemerintahnya menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain
dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan
prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab,
dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan
tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam
rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar
otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai,
Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman,
standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervise, pengendalian, koordinasi, monitoring
dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam konstektual sebagai
norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstural
memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis
Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara
secara minimal. namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis
Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme
penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran
yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun
penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit,
mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai
batas waktu pencapaian.



SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, khusunya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya
kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai denga napa yang secara normative
dijamin dan konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kegidupan berbangsa
yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI).

Untuk mencapai pelayanan public secara maksimal kepada masyarakat, yang
berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan public yang prima, maka Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam
menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang
secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu
pelayanan prima menuju Good Governance.

. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 ten tentang Pemerintah
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan

. KEBJAKAN UMUM

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk
kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang
ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman,
pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya
kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan
program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesabilitas masyarakat terhadap pelayanan
pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan Kkualitas
penyelenggaraan pelayanan public, dengan program penyempurnaan sistim manajemen
pelayanan public dan sebagai instrument bagi masyarakat dalam melakukan control
terhadap kinerja pemerintah daerah dan pelayanan public salah satunya bidang
Kesehatan.



D.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Menyusun perencanaan dan penganggaran
penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Menyusun
rencana Pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan
mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan
Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra
SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja
SKPD). Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai Kklasifikasi belanja daerah dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk
kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang
ditetapkan oleh instansi Pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan
atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam mewujudakan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrument
kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang
dilaksanakan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.



BAB 11

PENERAPAN SPM

A. Target dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal
Tabel 2.1

Target dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal

Target (Jumlah yang

Batas Waktu

No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian hatus dilayani) Bt Chaling SKPD Penanggungjawab
Jumiah ibu hamil yang
| [Pelayanan kesehatan ibu hamil mendapatkan 679 1Tahun Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan
1|Vaksin Tetanus Difteri (Td) 956
2|Tablet Tambah Darah 860400
3| Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil 9560
*Tes Kehamilan
*Pemeriksaan HB
*Pemeriksaan Golongan Darah
*Pemeriksaan Glukoprotein Urin
4|Kartu Ibu/Rekam Medis |1bu 9560
5|Buku KIA 9560
Jumilah ibu bersalin
1l |Pelayanan Kesehatan Ibu Berslain yang mendapatkan 648 1 Tahun Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan
1|Formulir Phatograf 9128
2|Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu) 9560
3|Buku KIA 9560
Jumlah bayi lahir yang
lii |Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir|mendapatkan 618 1 Tahun Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan
1|Vaksin Hepatitis BO 8691
2|Vitamin K1 Injeksi 8691
3|Salep/Tetes Mata Antibiotik 8691
4|Formulir Bayi Baru Lahir 8691
5|Formulir MTBM 26073
6|Buku KIA 9560
Jumlah Balita yang
IV |Pelayanan Kesehatan Balita mendapatkan 3036 1Tahun Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
Kuisioner Pra Skrining
Perkembangan (KPSP).atau 42708
Instrumen Standart lain yang
berlaku
2|Formulir DDTK 42708
3|Buku KIA 9560
4|Vitamin A Biru 17382
5|Vitamin A Merah 69026
6|Vaksin Imunisasi Dasar: 42708
*HBO
*BCG
*Polio
*IPV
*DPT-HB-Hib
*Campak Rubella
7|Vaksin Imunisasi Kanjutan: 42708
*DPT-HB-Hib
*Campak Rubella
8|Jarum Suntik dan BHP 42708
9|Peralatan Anafilaktik 21




Pelayanan Kesehatan Pada Usia
Pendidikan Dasar

Jumlah Warga Negara
Usia Pendidikan Dasar
yang Mendapatkan

Pelayanan Kesehatan

=

Buku Raport Kesehatanaku

6198

1Tahun

Dinas Kesehatan

81280

[

Buku Pemantauan Kesehatan

81280

w

Kuesioner Skrining Kesehatan

81280

Formulir Rekapitulasi Hasil
Pelayanan Kesehatan Usia
Sekolah dan Remaja di Dalam
Sekolah

81280

w

Formulir Rekapitulasi Hasil
Pelayanan Kesehatan Usia
Sekolah dan Remaja di Luar
Sekolah

81280

vi

Pelayanan Kesehatan Pada Usia
Produktif

Jumlah Warga Negara
Usia Produktif yang
mendapatkan
Layanan Kesehatan

241811

1Tahun

Dinas Kesehatan

[y

Pedoman dan Media KIE

292943

*Alat Ukuran Berat Badan

*Alat Ukur Tinggi Badan

*Alat Ukur Lingkar Perut

*Tensimeter

*Glukometer

*Tes Strip Gula Darah

*Lancet

*Kapas Alkohol

*KIT IVA Test

N

Formulir Pencatatan dan
Pelaporan Aplikasi Sistim
Informasi Penyakit Tidak

Menular (SIPTM)

20

Vi

Pelayanan Kesehatan Pada Usia
Lanjut

Jumiah Warga Negara
Usia Lanjut yang
Mendapatkan
Layanan Kesehatan

1 Tahun

Dinas Kesehatan

[y

Strip Uji Pemeriksaan

68574

*Gula Darah

*Kolesterol

Instrumen Geriatric
Depression Scale (GDS),
Instrumen Abbreviated Mental
Test (AMT) dan Instrumen
Activity dalam Paket
Pengkajian Paripurna Pasien
Geriatri (P3G)

Buku Kesehatan Lansia

49994

vill

Pelayanan Kesehatan Penderita
Hipertensi

Jumlah Warga Negara
Penderita Hipertensi
yang Mendapatkan
Layanan Kesehatan

82305

1Tahun

Dinas Kesehatan

Pedoman Pengendalian
Hipertensi dan Media KIE

42

N

Tensimeter

228

w

Formulir Pencatatan dan
Pelaporan Aplikasi Sistim
Informasi PTM

20

Pelayanan Kesehatan Penderita
Diabetes Mellitus

Jumlah Warga Negara
Penderita Diabetes
Mellitus yang
Mendapatkan
Layanan Kesehatan

1

*Glukometer

2058

1Tahun

Dinas Kesehatan

2058

*Strip Tes Gula Darah

*Kapas Alkohol

Formulir Pencatatan dan
Pelaporan Aplikasi Sistim
Informasi PTM

2058

Pedoman dan Media KIE

42




Pelayanan Kesehatan Orang Dengan miah Warga Nesrs .
X : dengan Gangguan 1000 1Tahun Dinas Kesehatan
Gangguan Jiwa Berat ¥
Jiwa Bera (ODGJ)
Buku Pedoman Diagnosis
Penggolongan Gangguan Jiwa
(PPDG! I11) atau Buku n
Pedoman Diagnosis
Penggolongan Gangguan Jiwa
Terbaru (Bila sudah tersedia)
2|Kit Berisi 2 Alat Fiksasi 21
Penyediaan Formulir 1000
Pencatatan dan Pelaporan
4|Media KIE 42
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga | Jumlah Warga Negara
i 5329 ;
XI_|Tuberkulosis Terduga TB yang 1Tahun Dinas Kesehatan
Media KIE (Leafleat, Lembar £
balik, Poster, Banner)
2|ReagenZnTB 7339
Masker Jenis Rumah Tangga
dan Masker NS5 24
Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan
Habis Pakai (Oil Emersi, Ether
4|Alkohol Lampu 7339
Spritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak
Pengering
5|Catridge Tes Cepat Molekuler 7339
Formulir Pencatatan dan 7339
Pelaporan
7|Pedoman/SOP 7339
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan 14595
XIl |risiko terinveksi HIV 1Tahun Dinas Kesehatan
Media KIE Berupa Lembar
balik. Leafleat, poster, banner 1
2|Tes cepat HIV (RDT) pertama 13542
3|bahan medis habis pakai 13542

*Hanscoon

*Alkohol swab

*Plester

*Lancet

*Jarum spuit yang
sesuai/Vacutainer dan jarum
sesuai

* Alat tulis

* Rekam medis yang berisi
nomor rekam medis, nomor
fasilitas pelayanan kesehatan

pelaksana, Nomor KTP/NIK
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BABIII
PENCAPAIAN SPM
Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan SPM dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Kabupaten/Kota mencakup 12 (dua belas) jenis
pelayanan dasar, yaitu:

a. Pelayanan Kesehatan ibu hamil

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan ibu
hamil kepada semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun
waktu kehamilan.

Standar pelayanan ibu hamil terdiri dari 2 yaitu standar kualitas dan standar
kuantitas. Standar kualitas adalah adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil
minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal 4 (empat) kali selama kehamilan
dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan
dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau
Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan Kesehatan
pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Standar kuantitas adalah pelayanan yang meliputi 10 T yaitu: Pengukuran
BB, Pengukuran TB, Pengukuran LILA, Pengukuran TFU, Penentuan DIJJ,
Pemberian Imunisasi, Pemberian Tablet FE, Tes Laboratorium, Tatalaksana kasus
dan temu wicara.

b. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu
Bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu
tahun. Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh
minimal 2 orang yaitu: Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan
vang bekerja di fasilitas pelayanan Kesehatan Pemerintah maupun swasta yang
memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normaldan atau persalinan
dengan komplikasi. Fasilitas pelayanan Kesehatan meliputi Puskesmas, Rumah
Sakit pemerintah maupun swasta, dan Klinik bersalin. Pustu dan Poskesri dapat
dikatakan standar jika pemerintah dapat menjamin ketersediaan alat sesuai standar.

¢. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir.

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar.
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan bayi
baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang



diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal
Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25
Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat
dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda
Register (STR).

Standar pelayanan bayi baru lahir meliputi Standar kuantitas, yaitu
kunjungan neonatal 1 (KN1) 6-48 Jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3-7 hari, dan
Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8-28 hari.

Sedangkan standar kualitas meliputi:

e Pelayanan Neonatal 0-6 jam
a. Pemotongan tali pusat
b. IMD
c. VitKl
d. Pemberian salep mata
e. Injeksi HBO
e Pelayanan Neonatal 6 jam-28 hari
a. Konseling perawatan BBL dan ASI ekslusif
MTBM
Vit K bagi yang belum
Imunisasi HBO untuk usia <24 jam
Penanganan rujukan bagi kasus neonatal dan komplikasi

o po o

. Pelayanan Kesehatan balita
Setiap balita mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan anak balita kepada
semua balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan
Kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada
anak usia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau
Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Registrer
(STR)yang diberikan di fasilitas Kesehatan pemerintah maupun swasta, dan
UKBM.
Pelayanan Kesehatan meliputi:
o Pelayanan Kesehatan 0-11 bulan
Penimbangan minimal 8 x setahun
Pengukuran TB minimal 2 x setahun
Pemantauan perkembangan minimal 2 x setahun
Pemberian kapsul Vit A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun
e 1B
e Pelayanan Kesehatan 12-23 bulan
a. Penimbangan minimal 8 x setahun
b. Pengukuran TB minimal 2 x setahun
c. Pemantauan perkembangan minimal 2 x setahun

o a0 o



d. Pemberian kapsul Vit A dalam 2 x setahun
e. Pemberian IDL lanjutan

e Pelayanan Kesehatan balita usia 24-59 bulan
a. Penimbangan minimal 8 x setahun
b. Pengukuran TB 2 x setahun
¢. Pemantauan perkembangan minimal 2 x setahun
d. Pemberian kapsul Vit A sebanyak 2 x setahun
e Pemantauan perkembangan balita
e Pemantauan kapsul Vit A
o IDL
e Imunisasi lanjutan
e Pengukuran BB dan TB
e Edukasi dan informasi

e. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar.
Setiap anak pada usia Pendidikan dasar mendapatkan skrining Kesehatan sesuai
standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan penjaringan
Kesehatan kepada anak usia Pendidikan dasar di wilayah Kabupaten/Kota tersebut
pada usia 7 s.d 15 Tahun yang dilakukan oleh Puskesmas.
Standar pelayanan Kesehatan meliputi:

Pengukuran TB. BB dan lingkar perut

Pemeriksaan TD

Pemeriksaan gula darah

Anamnesa perilaku beresiko

f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif.
Setiap warga negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan
sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining
Kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya
dalam kurun waktu satu tahun.
Pelayanan skrining Kesehatan usia 15-59 tahun, meliputi:
- Pengukuran TB, BB dan lingkar perut

Pengukuran TD

Pemeriksaan gula darah

- Anamnesa perilaku beresiko

g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining
Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan
skrining Keschatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di
wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan skrining
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Kesehatan minimal dilakukan sekali setahun. Skrining kesehatan sesuai standar
meliputi:

- Pengukuran TB, BB, dan lingkar perut

- Pengukuran TD

- Pemeriksaan gula darah

- Pemeriksaan gangguan mental

- Pemeriksaan gangguan kognitif

- Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut

- Anamnesa perilaku beresiko

. Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai
standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan
pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai
upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Sasaran adalah penduduk usia 15
tahu ke atas. Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi
memperoleh pelayanan Kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi Kesehatan
melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Penderita hipertensi tanpa komplikasi (Jantung, Stroke, Diabetes Mellitus dan
Gagala ginjal kronis) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL)
yang mempunyai kompetenesi untuk menangani komplikasi.

Pelayanan Kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi:

- Pengukuran TD dilakukan minimal 1 kali sebulan di fasyankes
- Edukasi perubahan gaya hidup dan kepatuhan minum obat

- Rujukan bila diperlukan

i. Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus

Setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai
standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan
pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes mellitus
sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Sasaran indicator ini
adalah penyandang DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan
sesuai standar dan upaya promotive dan preventif di FKTP. Penduduk yang
ditemukan penderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk
ke fasilitas Kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.

Pelayanan Kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar
meliputi:

- Pengukuran gula darah

- Edukasi

- Terapi farmakologi
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J- Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pelayanan
Kesehatan jiwa pada ODGI berat adalah:
a. Pelayanan promotive preventif yang bertujuan meningkatkan Kesehatan jiwa
ODG] berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan.
b. Pelayanan Kesehatan jiwa pada ODGIJ berat diberikan oleh perawat dan dokter
puskesmas di wilayah kerjanya.

Pelayanan Kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:
a. Pemeriksaan status mental
b. Wawancara

k. Pelayanan Kesehatan pada orang dengan TB
Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.
Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan
pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai
upaya pencegahan di wilayah kerjanya. Pelayanan Tuberkulosis sesuai standar
adalah pelayanan Kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang
dilakukan oleh tenaga Kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas
dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta. Pelayanan yang
diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan TB yang berlaku antara lain:
a) Penegakan diagnosis TB dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta
dapat di dukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya.
b) Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir
pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan.
¢) Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT)
dengan panduan OAT standar.

Gejala utama TB adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat
diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas,
nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa
aktivitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan. Kegiatan promotive dan
preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara dini,
penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan
dengan penerapan etika batuk, pengendalian factor risiko dan pemberian obat
pencegahan. Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan TB sedini
mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh
atau “TOSS TB” (Temukan, Obati sampai sembuh).

Pemeriksaan pelayanan Kesehatan TB sesuai standar meliputi:

- Pemeriksaan anamnesia pertama yaitu dari pemeriksaan fisik sampai ke
Pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh dokter atau perawat poli di
Puskesmas atau dirumah sakit
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- Pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan laboratorium menggunakan TCM
(Tes Cepat Molekuler) atau menggunakan mikroskopis di Puskesmas dan
Rumah sakit

- Pemeriksaan klinis menggunakan rontgent/torax dilakukan di rumah sakit

I. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinveksi HIV.

Setiap orang berisiko terinveksi HIV (Ibu hamil, pasien TB, pasien IMS,
waria/transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga
pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. Pelayanan
Kesehatan orang dengan risiko terinveksi HIV sesuai standar adalah pelayanan
Kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien IMS,
waria/transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga
pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga Kesehatan sesuai kewenangannya dan
diberikan di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan FKTL baik pemerintah
maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika.

Pelayanan Kesehatan meliputi:
- Pemberian informasi terkait HIV-AIDS
- Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes
sesuai standar nasional yang ditetapkan
- Orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas mampu
menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV
dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya.
- Orang dengan infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna
Napza, dan warga binaan Lembaga permasyarakatan dengan hasil pemeriksaan
HIV negative harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal setelah 3 bulan, 6
bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan yang pertama.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
Capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan Standar
Pelayanan Minimal bidang Kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintah dalam
pelayanan adalah 100 persen (%).
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Tabel 3.1
Target dan Capaian SPM Kesehatan Tahun 2022
Target (Jumlah Realisasi
No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian yang harus Jumlah Totalyang | Jumlahyang e
dilayani) terlayani belum terlayani
Jumlah ibu hamil yang
| |Pelayanan kesehatan ibu hamil mendapatkan 679 679 0 100
pelayanan kesehatan
1|Vaksin Tetanus Difteri (Td) 956 956 0 100
2|Tablet Tambah Darah 860400 860400 0 100
3|Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil 9560 9560 0 100
*Tes Kehamilan
*Pemeriksaan HB
*Pemeriksaan Golongan Darah
*Pemeriksaan Glukoprotein Urin
4|Kartu Ibu/Rekam Medis |bu 9560 9560 0 100
5|Buku KIA 9560 9560 0 100
Jumlah ibu bersalin
Il |Pelayanan Kesehatan Ibu Bersiain  |yang mendapatkan 648 648 100
pelayanan kesehatan 0
1|Formulir Phatograf 9128 9128 0 100
2|Kartu Ibu (Rekam Medis 1bu) 9560 9560 0 100
3|Buku KIA 9560 9560 0 100
Jumlah bayi lahir yang
lIl |Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir| mendapatkan 618 618 100
pelayanan kesehatan 0
1|Vaksin Hepatitis BO 8691 8691 0 100
2|Vitamin K1 Injeksi 8691 8691 0 100
3|Salep/Tetes Mata Antibiotik 8691 8691 0 100
4|Formulir Bayi Baru Lahir 8691 8691 0 100
5|Formulir MTBM 26073 26073 0 100
6|Buku KIA 9560 9560 0 100
Jumlah Balita yang
IV |Pelayanan Kesehatan Balita mendapatkan 3036 3036 100
Pelayanan Kesehatan 0
Kuisioner Pra Skrining
Perkembangan (KPSP) atau
1 : 42708 42708 100
Instrumen Standart lain yang
berlaku 0
2|Formulir DDTK 42708 42708 0 100
3|Buku KIA 9560 9560 0 100
4|Vitamin A Biru 17382 17382 0 100
5|Vitamin A Merah 69026 69026 0 100
6|Vaksin Imunisasi Dasar: 42708 42708 0 100
*HBO
*BCG
*Polio
*IPV
*DPT-HB-Hib
*Campak Rubella
7|Vaksin Imunisasi Kanjutan: 42708 42708 0 100
*DPT-HB-Hib
*Campak Rubella
8|Jarum Suntik dan BHP 42708 42708 0 100
9|Peralatan Anafilaktik 21 21 0 100
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Pelayanan Kesehatan Pada Usia
|Pendidikan Dasar

{Jumlah Warga Negara
Usia Pendidikan Dasar
yang Mendapatkan
Pelavanan Kesehatan

6198

6198

100

[y

Buku Raport Kesehatanaku

81280

81280

100

N

Buku Pemantauan Kesehatan

81280

81280

100

w

Kuesioner Skrining Kesehatan

81280

81280

olo|o|o

100

Formulir Rekapitulasi Hasil
Pelayanan Kesehatan Usia
Sekolah dan Remaja di Dalam
Sekolah

81280

81280

100

5

Formulir Rekapitulasi Hasil
Pelayanan Kesehatan Usia
Sekolah dan Remaja di Luar
Sekolah

81280

81280

100

vi

Pelayanan Kesehatan Pada Usia
Produktif

Jumlah Warga Negara
Usia Produktif yang
mendapatkan
Layanan Kesehatan

241811

241811

100

[=

Pedoman dan Media KIE

292943

292943

100

*Alat Ukuran Berat Badan

*Alat Ukur Tinggi Badan

*Alat Ukur Lingkar Perut

*Tensimeter

*Glukometer

*Tes Strip Gula Darah

*Lancet

*Kapas Alkohol

*KIT IVA Test

Formulir Pencatatan dan
Pelaporan Aplikasi Sistim
Informasi Penyakit Tidak

Menular (SIPTM)

20

20

100

Vil

Pelayanan Kesehatan Pada Usia
Lanjut

Jumlah Warga Negara
Usia Lanjut yang
Mendapatkan
Layanan Kesehatan

4875

4875

100

[y

Strip Uji Pemeriksaan

68574

68574

100

*Gula Darah

*Kolesterol

N

Instrumen Geriatric
Depression Scale (GDS),
Instrumen Abbreviated Mental
Test (AMT) dan Instrumen
Activity dalam Paket
Pengkajian Paripurna Pasien
Geriatri (P3G)

49994

49994

100

Buku Kesehatan Lansia

49994

49994

100

vl

Pelayanan Kesehatan Penderita
Hipertensi

Jumlah Warga Negara
Penderita Hipertensi
yang Mendapatkan
Layanan Kesehatan

82305

82305

100

Pedoman Pengendalian
Hipertensi dan Media KIE

Y]

42

100

Tensimeter

228

228

100

W

Formulir Pencatatan dan
Pelaporan Aplikasi Sistim
Informasi PTM

20

20

100

Pelayanan Kesehatan Penderita
Diabetes Mellitus

Jumlah Warga Negara
Penderita Diabetes
Mellitus yang
Mendapatkan
Layanan Kesehatan

1

*Glukometer

2058

2058

100

2058

2058

100

*Strip Tes Gula Darah

*Kapas Alkohol

Formulir Pencatatan dan
Pelaporan Aplikasi Sistim
Informasi PTM

2058

2058

100

Pedoman dan Media KIE

42

42

100
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Pelayanan Kesehatan Orang Dengan ety Weanm Nogur
X ] dengan Gangguan 1000 1000 100
Gangguan Jiwa Berat §
Jiwa Bera (ODGJ) a
Buku Pedoman Diagnosis
Penggolongan Gangguan Jiwa
(PPDGI il) attau BL{ku ”n 21 100
Pedoman Diagnosis
Penggolongan Gangguan Jiwa
Terbaru (Bila sudah tersedia) 0
2|Kit Berisi 2 Alat Fiksasi 21 21 0 100
ank i
Penyediaan Formulir 1000 1000 100
Pencatatan dan Pelaporan 0
4{Media KIE 42 42 0 100
Pelayanan Kesehatan O Terd
7 : an Orang Terduga |Jumlah Warga Negara 5329 5329 100
X |Tuberkulosis Terduga TB yang 0
Media KIE (Leafleat, Lembar
42
balik, Poster, Banner) e 0 10
2|ReagenZn TB 7339 7339 0 100
Masker Jenis Rumah Tangga
dan Masker N95 e e 0 m
Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan
Habis Pakai (Oil Emersi, Ether
4|Alkohol Lampu 7339 7339 100
Spritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak
Pengering 0
5|Catridge Tes Cepat Molekuler 7339 7339 0 100
F lir P
ormulir Pencatatan dan 7339 7239 100
Pelaporan 0
7|Pedoman/SOP 7339 7339 0 100
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan 14595 14505 100
Xl |risiko terinveksi HIV 0
Media KIE Berupa Lembar
balik. Leafleat, poster, banner 2 4 0 0
2|Tes cepat HIV (RDT) pertama 13542 13542 0 100
3|bahan medis habis pakai 13542 13542 0 100

*Hanscoon

*Alkohol swab

*Plester

*Lancet

*Jarum spuit yang
sesuai/Vacutainer dan jarum
sesuai

* Alat tulis

* Rekam medis yang berisi
nomor rekam medis, nomor
fasilitas pelayanan kesehatan
pelaksana, Nomor KTP/NIK




Anggaran

Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2022

16

Jumlah Anggaran
No Indikator Sub Keglatan Program Kegiatan b S _un
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan
1 |Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pangelolean:Pelsysnan Kesshatan. iyl Frogram Pamanubian.Upsyp Kesshatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah 874.394.097
Hamil Perarangan dan Upaya Kesehatan Masyarak
Kab/Kota
Keglatan Penyediaan Layanan Kesehatan
P
2 |Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Fengeloimsn Peisyanap kasahatanibd|frogm Eamanuhan Upays (essistel: untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah 519,486,334
Bersalin Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kab/Kota
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan
3 |Pelayanan kesehstan Bayl Baru Lakir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah 23.450.000
Bayl Baru Lahir Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kab/Kota
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan
P h h
4 |Pelayanan Kesehatan Pada Balita Pangelcisai Pelayanarikassiiatan Frogram.cemanuhan Upays kasehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah 362.909.016
Pada Balita Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kab/Kota
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Kagintan Paryadiasn Lavanan kesshaten
5 untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah 465,326.070
Pendidikan Dasar Pada Usia Pendidikan Dasar Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kab/Kota
Kegiatan P
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan aglatan Panyadiaar Layanan Kesshatan
6 untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah 523,058,702
Produktif Pada Usia Produktif Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kab/Kota
Keglatan Penyediaan Layanan Kesehatan
¥ |Belsvanan KatabatenPads Uik avue | enEsiclaan Relayanatkesahatan Program Remsnuhanl) pays:kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah 332.335.420
Pada Usia Lanjut Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kab/Kota
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan
u
8 vw_n<m:n.... Kesehatan Pada Penderita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah 49.395,000
Hipertensi Penderita Hipertensi Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kab/Kota
Pel Kesehatan Pada Penderit P lolaan Pelayanan Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Kaglutan Paryadian Laysnan hesshatan
e I [ R o an Ura o  aevarakat |UNtuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah 50.000.000
enderita e B paya Kesehatan sy Kab/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan
10 WM.”(“_”.M& xomo:mﬂ._nmn nmnnn_uunvm.“.uuMﬂ ot Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa ”“_0..”_...“.“_ v”.u._”.”_.ﬂ.__..nm-._<”_ ﬂMM””huwmq-_._M““M<swmen untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah 321.223.280
2 angguan Jiwa er (ODG) Berat ea P Kab/Kota
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan
11 |Pelayanan Kesehatan Terduga TB penEslcinat;Retayargn Kesehatan Program PamanuhanUpays Kesshatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah 38.400.000
Terduga T8 Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kab/Kota
Kegiat P di L K hat
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan maintap Renyedizan Leyanan ieselisien
12 untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah 20.991.500
Resiko Terinveksi HIV Orang Dengan Resiko Terinveksi HIV Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kab/Kota
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4. Dukungan Personil

a. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar
Pelayanan ibu hamil meliputi:
1. Dokter/dokter spesialis kebidanan dan kandungan, atau
2. Bidan, atau
3. perawat

b. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar
Pelayanan ibu bersalin meliputi:
1. Dokter/dokter spesialis anak, atau
2. Bidan, atau
3. Perawat

c. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar
Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir meliputi:
1. Dokter/dokter spesialis anak, atau
2. Bidan
3. Perawat

d. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar
Pelayanan Kesehatan Balita meliputi:
1. Tenaga Kesehatan:

a. Dokter,
b. Bidan
c. Perawat
d. Gizi

2. Tenaga non Kesehatan:
a. Guru Paud
b. Kader kesehatan
e. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar meliputi:
I. Tenaga Kesehatan
a. Dokter/dokter gigi

b. Bidan

c. Perawat

d. Gizi

e. Tenaga Kesehatan masyarakat

2. Tenaga non Kesehatan
a. Guru
b. Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor
f. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif meliputi:
1. Tenaga Kesehatan
a. Dokter,
b. Bidan
c. Perawat
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d. Gizi
e. Tenaga Kesehatan masyarakat
2. Tenaga non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, kader
kesehatan
g. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif meliputi:
1. Tenaga Kesehatan

a. Dokter

b. Bidan

c. Perawat

d. Gizi

e. Tenaga Kesehatan masyarakat

2. Tenaga non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, kader
kesehatan
h. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar
Pelayanan Kesehatan Pada penderita hipertensi meliputi:

1. Dokter
2. Bidan
3. Perawat

4. Tenaga Kesehatan masyarakat
i. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar
Pelayanan Kesehatan Pada penderita Diabetes Mellitus meliputi:
1. Dokter
2. Bidan
3. Perawat
4. Tenaga Kesehatan masyarakat
J- Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar
Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat meliputi:
1. Dokter, atau
2. Perawat terlatih jiwa
3. Tenaga Kesehatan lainnya
k. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar
Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Tuberkulosis meliputi:
1. Tenaga Kesehatan
a. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru,atau
Perawat
Analis Teknik laboratorium medik (ATLM)
Penata rontgen
Tenaga Kesehatan masyarakat
2. Tenaga non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, kader
kesehatan
I.  Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan pada Standar
Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinveksi virus yang melemahkan daya
tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency virus + HIV)

oa0o o
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Tenaga Kesehatan

a) Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin
b) Perawat

¢) Bidan

d) ATLM

e) Tenaga Kesehatan masyarakat

Tenaga non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:

a) Pendamping

b) Penjangkauan



5. Hasil Capaian

Realisasi Target Anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2022
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Jumiah Anggaran

No Indikator Sub Kegiatan (%) Realisasi (Rp)| Persentase
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ib
1 [peayanan Kesehatan by Hanil He“gs‘m" COYTANTESEIAEN | swanaoor | sonae0| 69
ami
Pengelolaan Pel Kesehatan Ib
2 [Pelayanan Kesehitan lbuBersglin | > oo ovoren s AN e sl 40
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir en.geoaan. it 23.450.000 | 16.563.900 n
Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pel Kesehat
4 |Pelayanan KesehatanPada Balta | oot e 1290006 | w6870 68
Pada Balita
Pel Kesehatan Pada Usi lolaan Pel Kesehat
: ea',{afnan esehatan Pada Usia Pengeo.aan e‘a?fanan esehatan 5326070 | 366071350 X
Pendidikan Dasar Pada Usia Pendidikan Dasar
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
6 523.058.702 | 325.552. 62
Produktif Pada Usia Produktif 20
.. |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
7 |Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut i 332335420 |  74.201.800 2
Pada Usia Lanjut
Pel Kesehatan Pada Penderita | Pengelolaan Pel K
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6. Permasalahan dan Solusi
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Hal yang menjadi permasalahan pada pelayanan standar ibu hamil adalah:

d.

Belum optimalnya Kerjasama lintas program dan lintas sector serta kurangnya
dukungan wali nigari/Pemerintahan di Kecamatan terkait penyediaan sarana dan
prasarana di Poskesri

Kurangnya sarana dan prasarana untuk pemeriksaan ibu hamil di pustu dan
poskesri sebagaimana yang diatur dalam Permenkes 43 Tahun 2019 tentang
Puskesmas

Ketersediaan USG di Puskesmas, dari 21 Puskemas yang baru 10 Puskesmas
yang memiliki USG

Petugas masih banyak yang belum mengikuti Pelatihan Ter UP date tentang
kegawatdaruratan Maternal Neonatal

Pencatatan dan Pelaporan yang belum terinput secara maksimal ke dalam sistim
Aplikasi e kohort karena keterbatasan tenaga dan sarana /Laptop / PC di
Puskesmas

Solusi dalam pemecahan masalah diatas adalah:
a. Melengkapi sarana prasaran yang dibutuhkan
b. Menambah anggaran untuk pelatihan bagi tenaga Kesehatan

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Hal yang menjadi permasalahan pada pelayanan standar ibu hamil adalah:

a.

Belum optimalnya Kerjasama lintas program dan lintas sector serta kurangnya
dukungan wali nigari/Pemerintahan di Kecamatan terkait penyediaan sarana dan
prasarana di Poskesri

Kurangnya sarana dan prasarana untuk pemeriksaan ibu bersalin di pustu dan
poskesri sebagaimana yang diatur dalam Permenkes 43 Tahun 2019 tentang
Puskesmas

Ketersediaan USG di Puskesmas, dari 21 Puskemas yang baru 10 Puskesmas
yang memiliki USG

Petugas masih banyak yang belum mengikuti Pelatihan Ter UP date tentang
kegawatdaruratan Maternal Neonatal

Pencatatan dan Pelaporan yang belum terinput secara maksimal ke dalam sistim
Aplikasi e kohort karena keterbatasan tenaga dan sarana /Laptop / PC di
Puskesmas

Solusi dalam pemecahan masalah diatas adalah:
a. Melengkapi sarana prasaran yang dibutuhkan
b. Menambah anggaran untuk pelatihan bagi tenaga Kesehatan

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir
Permasalahan tidak tercapainya pelayanan Kesehatan pada bayi baru lahir di
Kabupaten Pesisir Selatan adalah:
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a) Belum optimalnya Kerjasama lintas program dan lintas sector serta kurangnya
dukungan wali nigari/Pemerintahan di Kecamatan terkait penyediaan sarana dan
prasarana di Poskesri

b) Kurangnya sarana dan prasarana untuk pemeriksaan bayi di Pustu dan Poskesri
sebagaimana diatur dalam Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas

¢) Petugas masih banyak yang belum mengikuti Pelatihan Ter Up date tentang
kegawatdaruratan Maternal Neonatal

d) Pencatatan dan pelaporan yang belum terinput secara maksimal ke dalam aplikasi
e kohort karena keterbatasan tenaga dan sarana/laptop/PC di Puskesmas

Solusi dalam pemecahan masalah diatas diantaranya:
a) Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan
b) Menambah anggaran untuk pelatihan bagi tenaga Kesehatan

4. Pelayanan Kesehatan Balita
Permasalahan tidak tercapainya pelayanan Kesehatan pada bayi baru lahir di
Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

a) Belum optimalnya Kerjasama lintas program dan lintas sector serta kurangnya
dukungan wali nigari/Pemerintahan di Kecamatan terkait penyediaan sarana dan
prasarana di Poskesri

b) Kurangnya sarana dan prasarana untuk pemeriksaan bayi di Pustu dan Poskesri
sebagaimana diatur dalam Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas

c) Petugas masih banyak yang belum mengikuti Pelatihan Ter Up date tentang
kegawatdaruratan Maternal Neonatal

d) Pencatatan dan pelaporan yang belum terinput secara maksimal ke dalam aplikasi
e kohort karena keterbatasan tenaga dan sarana/laptop/PC di Puskesmas

Solusi dalam pemecahan masalah diatas diantaranya:
a) Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan
b) Menambah anggaran untuk pelatihan bagi tenaga Kesehatan

5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
Permasalahan dalam pencapaian pelayanan standar pada anak usia Pendidikan dasar
di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:
a) Keterbatasan anggaran dalam melakukan screening pada anak usia Pendidikan
dasar
b) Buku rapor Kesehatan tidak memadai untuk seluruh anak sekolah

Solusi dari pemecahan masalah diatas adalah:
a) Penambahan anggaran untuk kegiatan pelayanan Kesehatan pada anak usia dasar
b) Penyediaan buku rapor Kesehatan ku

6. Pelayana Kesehatan Pada Usia Lanjut
Permasalahan pada pelayanan usia lanjut adalah:
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- Pengadaan logistic berupa strip untuk skrining Lansia sebagai penunjang
indicator program lansia tidak ada

- Sering terjadi penggantian tanggungjawab program lansia di Puskesmas
sehingga pemahaman tentang indicator program lansia tidak maksimal

Solusi dari permasalahan diatas adalah:
- Menambah anggaran untuk pembelian logistic untuk penunjang program lansia
diantaranya strip gula darah, strip kolesterol dan buku Kesehatan lansia

7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
Permasalahan :

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produkti hun 2022 sebesar 100% Capaian
ini sudah mencapai target namun dalam monitoring dan evaluasi dilapangan didapatkan
beberapa kendala yang menjadi permasalahan seperti :

- Kegiatan skrinning Deteksi Dini yang belum optimal ( Usia Produktif, DM,
Hipertensi)
- Puskesmas lebih fokus pada pelaksaan vaksin covid (2021)

- Belum optimalnya kerjasaman lintas program dan lintas sektor serta kurangnya
dukungan wali nagari / Pemerintahan di Kecamatan terhadap program penyakit
tidak menular dan kegiatan deteksi dini.

- Penyediaan Bahan Habis Pakai (BHP) masih terbatas ( hanya 30% dari sasaran

- Belum terlaksananya kegiatan Posbindu secara kontiniu dan belum terbentuknya
Kader Posbindu PTM di Kecamatan

- Pencatatan dan pelaporan yang belum terinput secara maksimal kedalam sistim
Aplikasi karena keterbatasan tenaga dan sarana / laptop/ PC di Puskesmas.

Solusi :
- Kolaborasi program dengan melakukan skrining bersamaan dengan
pelaksanaan kegiatan dari program lain misalnya kegiatan vaksinasi

- Melakukan skrining mobile di setiap instansi pemerintah,tempat ibadah dan
tempat umum

- Pembentukan kader Posbindu PTM di Kecamatan

- Penambahan BMHP sesuai sasaran dari berbagai sumber dana, misal DAK, dll

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi tahun 2022 adalah
sebesar 100%. Capaian tersebut sudah memuaskan dan sesuai dengan target, tapi
dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala seperti :
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatansehingga
banyak orang yang tidak mengetahui jika dirinya menderita hipertensi
- Hipertensi dianggap sepele sehingga banyak orang dengan hipertensi tidak
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melakukan pengobatan secara rutin

- Pengadaan alat media infografis seperti leaflet , banner tidak ada / keterbatasan
dana untuk pembuatan media infografis

- Keterbatasan alat / Posbindu kit dalam melakukan kegiatan deteksi dini seperti
alat pengukur tensi yang sudah banyak rusak karena pemakaian

Solusi :

- Penerbitan regulasi yang mengikat dunia usaha, pendidikan. institusi, untuk
melakukan skrining di tempat masing masing

- Pemenuhan media promosi kesehatan termasuk media infografis Peningkatan
kapasitas pengelola / nakes di Puskesmas secara berkala.
Pelayanan Keschatan Penderita Diabetes Mellitus

Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus tahun 2022
sebesar 100%. Gejala penyakit diabetes mellitus yang mudah diketahui membuat
penderitanya lebih rutin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Sehingga
capaian ini dapat mencapai target yang ditetapkan. Meskipun demikian upaya
peningkatan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus tetap harus
ditingkatkan.

Solusi :

- Peningkatan pelayanan dan peningkatan kapasitas pengelola / nakes

- Pemenuhan media promkes termasuk media infografis

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Capaian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)Berat
tahun 2022 sebesar 100 %. Capaian tersebut sudah sesuai target dapi dalam
pelaksanaannya berdasarkan monitoring dan ecaluasi yang dilaksanakan ditemukan
beberapa kendala seperti :
- Pencatatan dan pelaporan dari UKP Tingkat II belum terakomodir dengan baik

Solusi :
- Membuat format pelaporan SPM Kesehatan untuk rumah sakit

- Pemenuhan media promkes termasuk media infografis.

. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Faktor-faltor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. Belum optimalnya kegiatan screening/pelacakan TB di masyarakat

2. Masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat untuk memeriksakan
diri apabila ada gejala
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Kurangnya dukungan dari lintas sector di kecamatan/wali nigari terhadap
Program TB

Belum terbentuknya kader dan tidak adanya alokasi anggaran bagi kader yang
melakukan pelacakan/temuan kasus TB

Belum optimalnya anggaran untuk alokasi kegiatan Program TB, contohnya :
Pembentukan KOPI TB

Masih adanya anggapan yang salah dari masyarakat/stigma negative untuk
penyakit TB

Strategi pemecahan masalah (Solusi) :

b nd ke ol el

Peningkatan scrining

Penguatan forum organisasi profesi Kesehatan

Peningkatan sosialisasi, edukasi, promosi

Penguatan komitmen pemerintah daerah termasuk dalam penganggaran
Peningkatan pemberdayaan masyarakat/kader

Pelayanan Kesejatan Orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya
tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Faktor-Faktor yang menjadi kendala pencapaian HIV di Kabupaten Pesisir

Selatan adalah:

a.

Belum optimalnya kegiatan screening/pelacakan pada kelompok resiko HIV
(LSL, Waria, Penasum)

Masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat untuk memeriksakan
diri apabila mengalami gejala

Belum terlaksananya integrasi dengan lintas sector secara optimal

. Belum terbentuknya kader yang ikut dalam pelacakan kasus HIV

Anggaran yang kurang memadai dalam pelaksanaan operasional Program HIV

Strategi dalam pemecahan masalah pencapaian SPM (solusi) yang dapat
dilakukan adalah:

15
2

Peningkatanm screening pada kelompok resiko terinveksi HIV
Meningkatkan koordinasi lintas sector dan pemberdayaan masyarakat untuk
screening HIV

. Meningkatkan sosialisasi/edukasi/promosi (penyuluhan dan pengadaan media

KIE)

Pelatihan konselor bagi petugas puskesmas dan pengusulan penambahan
puskesmas PDP



eloy/qey yesaeq il ey eleAsey AIH
agdy 88 00Z°'8Z¥ 8T 00S'T66'0Z uesninyg d3 N UBp ADIN 3NIUn ueleyasay ueeyasay eAedn uep uelueloiad Is)aAUa | oyisay ueBuag Buelo| T
ueuBRABRT] UBR|paAUad uRlR@a) | uelEyasa)y eAedn ueynuawad welifold| uBlEYSSI) UBUBAR|ad uBE|O|2BUa
eloy/qey yelaeq L 1eelehseln IR
agdv 66 0S¥'BO6 LE 000'00t'8E uenny dd N Uep AN 3YNiun ueleyasay uejeyasay eAedn uep uedueloiad aL piaL T
uelBYIsaY UBURAR|ad uER|O|a8Uad
ueueAel uee|paiuad ueyeid@ay| ueleyasay eAedn ueynuawad weldoid
e105/qey Yelaeq ML imjeieAseln ielag (roqo)
agdy (19 B669°LST LT Q8T EZT'TZE ueniny dM N Uep AN YNIun ueleyasay| ueleyasay eAedn uep uedueliolad| emir uenddues ueduaq Buelp eped| 0T
ueueAERT] uER|paAURd URIRBay | uelEyasa)y eAedn ueynuawad welBold| ueRIBYISD) UBUBAE|ad uRE|O|aBUa
ejoy/qey yeiaeq il 1eeieAsEA QA BI@pUa
agdv L8 0SS'S69°EY 000'000'0S§ uen(ny d) N Uep IARIN 3Niun ueleyasay ueleyasay eAedn uep uedueloiad hoptied 6
uejeyasay ueueAe|ad uee|o|afuad
ueueAe] ueepaiuad ueie|@a) | ueleyasa)y pAedn uBYNUuawad welidoid
el0)/qey yelaeq il ey elRASRIN
3 v |suajiadiH ejuapuad
addv 8 009'SEL'TY 000'S6E'61 uen(ny dd N UEP IADIN 3NIuUn ueleyasay uejeyasay eAedn uep uedueloisd 8
ueleyasay ueueAe|ad uee|ojaBuay
ueueAe] ueRpaAuad ueie|Bay | uejeyasa) eAedn ueynuawead weidoid
e1oy/qey yeiaeq L 1eyeieAse|n]
. ” . " nfue eisn eped
agdv 14 008°'TOZ VL OZY'SEE'ZEE unny dy N Uep DN 3Niun ueleyasay) ueieyasay eAedn uep uedueloliad L
ueleyasay ueueAe|ad uee|ojaluad
ueueAe] uee|paiuad ueie|@ay | ueleyassy eAedn ueynuawad weldoid
B10)/qe) Yedaeq M1 1E)BIRASEIA
. . . . HPNpold eisn eped
agdyv 9 00S'2S5°SCE Z0.L'BSO'EES ueniny 43N Uep JADIN YNiun ueleyasay ueieYyasa)y eAedn uep uedueliosad g9
uejeyasay ueueAejad ueejojaBuagd
ueueAER] UER|paAUad uele|Ba)| ueleyasa) eAedn ueynuawad weidoid
e10y/qey Yeiaeq Ml ieyelieAseln
Jeseq ue epe
agdv 6L OSE'TLO'99E 0LO'9ZE SOV uen(ny dd N Uep ADIN 3NIUn ueleyasay ueleyasay eAedn uep ueduelolad QURAIPIRUR RIFN WP8d 5
uejeyasay ueuRAR|ad uee|o|RBuad
ueueAel ueepaiuad uee|@ay | ueieyssay rAedn ueynuawad weidold
e10y/qey yeiaeq L IeEleASeIA R
agdvy 89 00L'EE9"LYE 9T0'606'T9E ueN(NY ddN UBP AN 3NIUN URIBYISSY ueieyasay eAedn uep uelueloiad iyl
uejeyasay ueueAe|ad ueejojaBuad
ueuBAR] UBR|pRAUBY URIB|EaY | ueBlEYaSE) PARdN UBRYNUaWa weidold
€165/qe Yeised L IeyRiBAsEIN nyen nieg (Ae
asdy TL 006°€95°9T 000'0St €T ueyn(ny di N Uep AN }NIun ueleyasa) uejeyasay eAedn uep ueduelolad yeq 4 |Aeg ¢
uejeYyasa)y ueueRAR|ad uRR|O|RBUag
ueueAel ueepaiuad ueie|d@ay | ueieyssay eAedn uBynuawad weidold
B30y /qey yeiaeq Ml 1eyeieAsen et Rar
agdyv ov 0S8'ZLZ OTZ PEE'9BY'6TS uinny dX N UEP DN JNUn ueleyasay uejeyasay eAedn uep ueduelolad uejeyosoy UBUBAR|D :n:m o ow:vn_ (4
urueBAR] UBR|pRAUAY uele|Ba)y | ueleyasay eAedn ueynuawad wesdold .._ 2 19d 101 d
eloy/qey yeiaeq .1 1) RIBASEIA A
asdv 69 0SE'9Z¥ LO9 LBEO'VPEE VLY ueniny ddnN Uep AN JINun ueleyasa)| ueieyasay eAedn uep ueduelolad EH NGl T
uejeyasa) ueruRAR|Dd uee|o|2Buay
ueueAe uee|paiuad ueie|8ay | ueieyasay eAedn ueynuawad weidoly
TUeIEFIuY (ayy
2seIuUasID o es||ea
eaiis ey d [(dy) |sesjjeay unseEBUY Ymonr ueyeifay wesdosd ueeiFay qns on

ZzOozZ unye] ueieyasay Juepig (INS) |BWIUIN UBuRAR|ad Jepuels ueieBBuy ja8ie ) |ses|eay

NVLVIOIN €01S NVA NVLVIOIN WVID0Ud

Al 9vd




BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep
penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannyayang dilakukan, juga diperlukan
pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menentukan penetapan target
pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi
standar capaian SPM secara nasional, perhitungan rencana pembiayaan untuk sasaran
capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen
perencanaan. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu syarat agar SPM dapat
diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan
dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada
tahun berikutnya.
B. Saran
Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan
evaluasi dalam rangka mengoptimalkan urusan wajib daerah di Bidang Kesehatan.
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